93

BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) erat kaitannya dengan hubungan kerja dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun sejajar dan bersifat
kemitraan. Kedudukannya yang sama dan bersifat kemitraan ini terlihat
jelas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah termasuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta
dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah
sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) DIY mempunyai hubungan yang sinergis dalam
proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hubungan sinergis yang dimiliki oleh keduanya merupakan bentuk
pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan
keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang

berwujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini,
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hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) terlihat dalam keterlibatannya secara bersama-sama dalam

proses pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah

menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Dengan semakin menguatnya kedudukan Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan, ironinya tidak diikuti dengan peningkatan Kinerja

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Hal ini ditandai dengan
banyaknya daerah yang mengalami permasalahan dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada tahapan pembahasan dan

persetujuan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) yang merupakan titik awal yang rawan terjadinya

penyimpangan dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan atau hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) DI1Y dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

a. Masih terjadinya praktik kolusi kelembagaan dan kolusi individu.
Kolusi kelembagaan yang dimaksudkan adalah kolusi yang terjadi
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah
Daerah pada bidang tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui

prosedur formal. Hal ini memang telah menjadi fenomena umum
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dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama jika dikaitkan
dengan posisi “tawar menawar” dalam rencana merealisasikan suatu
program kerja yang akan direalisasikan. Di samping itu, Kkolusi
individu yang dimaksudkan adalah kolusi antara oknum tertentu dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan oknum
Pemerintah Daerah terhadap suatu program Kkerja tertentu dengan
maksud agar dapat direalisasikan. Biasanya dalam praktek ini, posisi
keduanya sama-sama menyepakati imbalan tertentu, misalnya dalam
pengerjaan proyek tertentu pada waktu tertentu.

. Waktu yang digunakan dalam melaksanakan tahapan persetujuan
terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) dan penentuan skala prioritas program kerja dalam
kaitannya dengan penentuan program kerja yang penting dan strategis.
Permasalahan dalam menentukan standar harga barang dan jasa,
perangkat barang dan jasa, serta kendala teknis, juga dalam tahapan
persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal
ini disebabkan karena nilai tukar rupiah yang sering tidak stabil dan
pelaksanaan atau teknis yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Banyaknya kepentingan fraksi-fraksi melalui anggota dewan. Masih
kuatnya intervensi politik menyebabkan melemahnya program Jaring
Aspirasi  Masyarakat (jasmas) dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masing-masing fraksi

mempunyai kepentingan politik dan dipaksakan untuk terakomodir
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kepentingannya tersebut. Apalagi dengan adanya kubu Koalisi Merah
Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berpengaruh
sampai di daerah.

e. Masih ditemukannya pendapat yang berbeda dalam hubungan internal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perbedaan pendapat ini
terjadi mengingat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) diusung oleh partai politik yang berbeda atau dengan kata lain
lebih dari satu partai politik. Implikasinya adalah program-program
kerja atau proyek yang penting dan strategis dari Pemerintah Daerah
maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat
dikaji secara obyektif.

f.  Arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun prioritas dan strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Namun kecenderungan yang muncul saat ini di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) masih belum aspiratif dalam penentuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lebih kritis pada aspek
anggaran belanja anggota-anggotanya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DY) memang masuk dalam kategori

“wajar tanpa pengecualian” dalam proses penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini. Maksud dari wajar tanpa

pengecualian ini ialah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah
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Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum ditemukan permasalahan
yang serius seperti yang dialami sebagian Daerah di Indonesia.
Menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dalam tahap
pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) ini telah menyiapkan upaya untuk mengatasi hambatan yang
terjadi dengan:

a. Menerapkan win-win solution dan musyawarah mufakat dalam proses
pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai langkah
penting dalam mengatasi perseteruan kepentingan antara eksekutif dan
legislatif. Dengan menerapkan prinsip ini, skala prioritas program
kerja atau proyek kerja yang akan dilaksanakan bisa terwujud dan
dirasakan masyarakat.

b. Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DY), Pemerintah Daerah bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah merangkum
semua proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sebuah
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bisa
dilihat secara online oleh publik atau masyarakat luas. Sehingga,

apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah
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tersebut dan masih hidupnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN), dengan sendirinya akan masuk dalam ranah pemeriksaan yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi
Pemberantasan Korupsi, Inspektorat sebagai bentuk check and
balances melalui pemeriksaan yang preventif dan korektif dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan
keuangan daerah.

Ketepatan waktu pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi
penting untuk diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) DIY, karena apabila pembentukan mengalami keterlambatan
yang berimplikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) terlambat ditetapkan, maka risiko utamanya mengancam
kelangsungan rencana program-program Pemerintah Daerah DIY.
Memperkuat hubungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sendiri perlu dilakukan lebih awal sebelum membangun
komunikasi yang sinergis dengan Pemerintah Daerah (eksekutif).
Upaya ini dilakukan dengan maksud agar tidak mendominasinya
intervensi politik dalam tahapan pembahasan dan persetujuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pemberlakuan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur secara jelas sanksi-
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sanksi terhadap Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah
dan lebih khususnya dalam tidak terlaksananya persetujuan terhadap
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Saran
Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka penulis
memberikan saran, sebagai berikut:

1. Fenomena ini umumnya terjadi pada proses pembahasan dan persetujuan
RAPBD di Indonesia. Apabila permasalahan dalam proses penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini tidak dilakukannya
reformasi terhadap pola hubungan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab
dari penyelenggara Pemerintahan Daerah, serta belum maksimalnya
pengawasan yang korektif dan preventif, maka semangat otonomi akan
sia-sia dan hanya menciptakan dan menumbuhkembangkan reformasi
kebablasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini,
perlu adanya hubungan kerja yang sinergis dan bersifat kemitraan,
disamping tetap berjalannya pengawasan yang korektif dan preventif
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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2. Keberadaan demokrasi representatif yang ditandai dengan luasnya

keterlibatan Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat
maupun di Daerah seringkali tidak sejalan dengan visi misi partai politik
dalam membangun negara. Hal ini dikarenakan ideologi politik dari partai
politik di Indonesia semuanya mengarah pada tujuan membangun negara
dan masyarakatnya. Akan tetapi, dalam perjalanannya sudah tidak
memihak pada ideologinya tersebut. Yang lebih ironis ketika partai politik
tidak mampu membangun kaderisasi dalam rangka peningkatan
kompetensi para kadernya. Sehingga, yang terjadi ialah; Pertama, tidak
mengherankan apabila semakin banyaknya Dewan yang bekerja untuk
dirinya sendiri, para koleganya, dan terutama untuk ibu kandungnya
sendiri (partai politik pengusungnya); Kedua, kompetensi legislatif tidak
dapat mengimbangi kompetensi eksekutif. Sehingga jangkauan eksekutif
dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat disimpulkan lebih maju jika
dibandingkan dengan legislatif.

Mereformasi pola demokrasi yang ditandai dengan adanya keterlibatan
masyarakat dalam tata kelola pemerintahan perlu dilakukan. Adanya
keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya
dalam ranah Pemerintahan Daerah dalam proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan membuka akses bagi
masyarakat untuk mengetahui agenda yang dibicarakan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini,

masyarakat dapat menilai mutunya aspirasi yang disuarakan. Alasan
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pokoknya karena Dewan tidak bisa memposisikan dirinya sebagai yang
paling mengetahui semua kebutuhan masyarakat. Alasan ini semakin
diperkuat dengan adanya fakta bahwa tidak adanya politisi yang tidak
memiliki kepentingan politik. Politisi selalu menggandeng kepentingan
politik yang tidak jarang berlawanan dengan kebutuhan masyarakat yang
diwakili. Oleh karena itu, pertimbangan adanya keterlibatan masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dilihat sebagai langkah

strategis untuk mengurangi terjadinya reformasi kebablasan.
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